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ABSTRAK 

ANALISIS i>ELAKSANAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI 
BA WAH SATU ATAP DALAM PENGURUSAN PAJAK DAN 

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 
(STUD I 1:. ADA SAMSAT MEDAN SELATAN) 
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Pcmerintah Dacrah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal 
dari basil p~uak daerah, basil retribusi dacrah, hasil pengclolaan kckayaan daerah 
yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan dacrah yang sah. Berdasarkan hal 
tersebut jelas diketahui bahwa salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari 
pqjak daerah. P~jak dacrah adalah pungutan dacrah mcnurut peraturan yang 
ditetapkan guna pembiayaan pcngcluaran daerah.Dcngan adanya kewenangan 
yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah.Diantara 
sumbcr pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pajak daerah yang cukup 
penting dan potensial adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) karena menunjang pembiayaan daerah. 
Pengelolaan pemungutan dan pengurusan pajak kendaraan bermotor dilakukan 
pada satu kantor yang melibatkan beberapa unsur yang terkait yang berkolaborasi 
yang menciptakan New Public Service didalam pengelolaannya. Pemungutan 
pajak kenderaan bennotor yang dilaksanakan pada satu kantor ini dikenal dengan 
istilah SAMSAT .untuk sistem dan prosedur administrasi pengurusan pqjak 
kendaraan bermotor yang tcrdapat pada kantor SAMSA T Medan SeJatan memang 
masih terdapat sistem dan prosedur administrasi antar loket, namun jika yang 
melakukan pengurusan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah 
pemilik langsung,maka telah disediakan sebuah cluster. Cluster adalah tempat 
yang berupa sebuah loket khusus yang diperuntukkan kepada pemilik 
langsung,dimana jika wajib pajak memiliki bcrkas yang telah lengkap,maka 
pembayaran pajak kendaraan bermotor {PKB) bisa selesai dalam tempo kurang 
lebih 5 menit saja.ini jclas sebuah kemajuan dalam bidang pelayanan publik, 
terutama dalam pelaksannan samsat,dimana kebanyakan orang awam akan merasa 
malas mengurus pajak kendaraan bermotomya karena berpikir pembayarannya 
akan sulit 

Kata Kunci :New Public Service, Sumber Daya, Standart Oprasional dan 
prosedur 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF THEIMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE SYSTEM 
UNITED UNDER ONE ROOF IN THE MANAGEMENT OF 

TAXAND TRANSFER 1'AXMOTOR VECHILE 
(UNIT FIELD STUDIES IN THE MEDAN SOUTJI) 

Name 
NIM 
Program Study 
Supervisor I 
Supervisor II 

: Zikri Akbar 
: .l.Jl80102 .. j 
: Master of Public Admi11istration 
: Prof. Dr. Marlon Siltombi11g, MA 
: Drs. Kario11o, MA 

Local governments have regional revenue source that comes from the 
local tax, the result of retribution, results of separated area'> of wealth 
management, and other areas of legitimate income .Based on that clearly known 
that one of the sources of local revenue comes from local taxes. Local taxes are 
local charges according to the rules laid down for financing regional spending 
With the authority of local governments to manage their finances in an orderly 
and correct areas in accordance with the legislation in force, it is expected that 
the whole object reception area, either in the form of taxes, levies and various 
other areas of legitimate receipis can be optimized so that the wheels of 
government and the way development can be accomplished in accordance with 
the pro&>rams that have been implemented by local governments. The 
implementation of a unified administrative system in the roof of the motor vehicle 
tax administration office SAM..'iAT South field already contained a standard 
charge and standard time in the execution of the maintenance ofthe motor vehicle 
tax As for the system of tax administration and administrative procedures 
contained in the motor vehicle office SAMSAT South Medan is still a system and 
administrative procedures between. Counter, hut if that does the maintenance and 
payment of motor vehicle tax (PKB) is the direct owner, it has provided a 
cluster. Cluster is a form of a special counter dedicated to the owner directly, 
whereby if the taxpayer has completed package, then the payment of motor 
vehicle tax (PKB) can be completed in less than 5 minutes saja.ini clearly an 
advancement in the field of public services , especially in pelaksannan Units, 
where most ordinary people would feel lazy to take care of because the motor 
vehicle tax payment thought to be complicated 

Keywords: New Public Services, Resources, Operations Standards and 
Procedures 
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1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDATIULUAN 

Provinsi Sumatera Utara mempunyai letak ~ang cukup strategis, karena 

posisinya yang berada pada jalur pelayaran sclat Malaka. Sumatera Utara 

mcmi liki luas mencapai 71,680 Km atau sekitar 3,5 persen dari total luas 

Indonesia. Secara umum, Sumatera Utara tcrbagi menjadi tiga kawasan, yaitu 

kawasan Pantai Barat, kawasan Dataran Tinggi, dan kawasan Pantai Timur. 

Kawasan Pantai Timur pada umumnya lebih maju dibandingkan dengan Dataran 

Tinggi apalagi daerah Pantai Barat 

Pembangunan dibcrbagai daerah di Indonesia khususnya di Provinsi 

Sumatera Utara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sccara 

khusus melalui peningkatan pclayanan publik dalam kcrangka otonomi daerah 

sehingga lebih efisien dan efektif dalam merespon tuntutan masyarakat yang 

sangat tinggi dengan berbagai karakteristik masing-masing. 

Sebelum dilaksanakannya otonomi daerah, dilihat dari nilai proyek yang 

dikerjakan, pembangunan yang d ilaksanakan scbenarnya dapat dirasakan oleh 

seluruh dcsa, namun sumbcr pembiayaan atau pendanaan masih didukung oleh 

anggaran pemerintah pusat, sehingga daerah tidak dapat mengembangkan 

dacrahnya sendiri secara maksimal dan mandiri. 

Berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 20 14 tentang pemerintahan 

daerah, dan Undang-undang No.33 lahun 2004 tcntang pcrimbangan keuangan 
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antara pemerintah pusat dan dacrah, telah mcmberikan dampak yang sangat luas 

terhadap pclaksanaan pcmcrintah di daerah, otonomi yang diberikan kepada 

daerah merupakan olonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. 

Pemberian otonomi berimplikasi menimbulkan kewenangan dan 

kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kcgiatan pcmcrintah secara 

lebih mandiri. Pengaturan, pcmbagian, dan pemanfaatan sumber daya harus 

dilaukan secara proporsional dan bcrkcadilan. Pcmanfaatan sumber daya alam, 

sumbcr daya manusia, dan pemungutan jenis-:,jenis pajak daerah didasarkan pada 

kewenangan yang diberikan kcpada daerah. 

Dalam Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 

tersebut juga dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pcmerintahan di Indonesia 

dilakukan berdasarkan 3 azas, yaitu: dekonsentrasi, dcscntralisasi, dan azas 

pembantuan. 

Azas dekonsentrasi yaitu wewenang pengelolaan pembangunan daerah 

awalnya dilaksanakan olch pemerintah pusat, tetapi telah dilimpahkan 

kewcnangannya kepada kcpada pemerintah daerah. Sedangkan desentralisasi itu 

pada dasarnya adalah kewenangan yang dimiliki oleh pcmcrintah daerah untuk 

mclaksanakan pembanguan didaerahnya sendiri. Selanjutnya azas pembantuan 

adalah bahwa pemcrintah daerah membantu melaksanakan tugas-tugas yang 

dimiliki oleh pemerintah pusat didaerah, tetapi pembiayaan untuk melaksanakan 

kcgiatan tersebut ditanggung sendiri oleh pemerintah daerah. 

Dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat, berdasarkan ketentuan Undang-undang No.23 ta11Un 2014 tentang 
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pemcrintahan daerah d iscbutkan bahwa pemerintah dacrah dibekali bcrbagai 

kcwenangan untuk mcngelola bcrbagai sumber pendapatan daerah, yaitu: 

1. Pcndapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari: 

a. Pajak Daerah. 

b. Hasil Retibusi Dacrah 

c. Laba Perusahaan Daerah 

d. Lain-lain Penerimaan Daerah yang sah 

2. Dana Pcrimbangan, yang terdiri dari: 

a. Dana Bagi HasH 

b. Dana Alokasi Umum 

c. Dana Alokasi Khusus. 

3. Lain-lain Pendapatan yang sah, yang terdiri dari: 

a. Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbangan dari Pcmerintah 

b. luran Jasa Air. 

Pemcrintah daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal 

dari hasil pajak daerah, hasil rctribusi daerah, hasil pcngelolaan kekayaan dacrah 

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Berdasarkan hal tersebut jelas diketahui bahwa salah satu sumber 

pendapatan dacrah berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan daerah 

menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah. 

Dcngan adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemeri.ntah daerah untuk 

mengelola keuangan daerah sccara tertib dan benar sesuai ketentuan perundang

undangan yang berlaku, maka diharapkan seluruh objek penerimaan daerah, baik 
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berupa pajak, retribusi niaupun bcrbagai penerimaan dacrah lainnya yang sah 

dapat dioptimalkan sehingga roda pemerintahan dan j alannya pembangunan dapat 

terlaksana sesuai dengan program yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah. 

Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

memegang peranan penting dalam rangka membiayai urusan rumah tangga 

dacrah, baik dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemcrintah maupun tugas 

pembangunan. Dapat dikatakan penting karcna tanpa pajak dacrah maka otonomi 

dacrah tidak dapat tersclenggara secara nyata dan bcrtanggungjawab. Oleh karena 

itu sudah sewajarnya pemcrintah daerah secara tcrus-menerus mengadakan 

pcmikiran untuk meningkatkan pendapatan asli dacrah terutama dari sektor pajak 

daerah dan rctribusi daerah. 

Pajak daerah ~dalah pajak yang dipungut oteh pemcrintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak daerah terbagi dua, 

yaitu: 

I. Pajak Provinsi. 

2. f>ajak kabupaten kota. 

Didalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009, pasal 2 ayat 1 disebutkan 

bahwasanya jenis pajak provinsi terdiri dari : 

a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Dermotor 

b. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan 

c. Pajak rokok 
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Diantara sumber pendapatan asli daerah yang bcrasal dari scktor pajak 

daerah yang cukup pcnting dan potensial adalah Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan 13crmotor (BBN-KB) karcna banyak 

menunjang pembiayaan daerah. 

Pcngelolaan pemungutan dan pengurusan pajak kcndaraan bermotor 

dilakukan pada satu kantor yang mclibatkan beberapa unsur yang terkait didalam 

pengelolaannya. Pemungutan pajak kcndcraan bermotor yang dilaksanakan pada 

satu kantor ini dikenal dcngan istilah SAMSAT (sistem administrasi manunggal 

satu atap), dimana didalamnya tcrdapat kerjasama antara pibak Kepolisian Negara 

Republik lndonesia (POLRJ) yang rnampunyai fungsi dan kewenangan dibidaog 

registrasi dan identifikasi kenderaan bcrmotor, Pemerintah Daerah dalam hal ini 

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dibidang pemungutan pajak kende.raan 

bennotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BDN-KB), PT. Jasa 

Raharja (Perscro) yang berwenang dibidang penyampaian sumbangan wajjb dana 

kccelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). 

Sebelum dilakukan Sistem Administrasi Manuggal Satu Atap (SAMSAT) 

kegiatan pembayaran Pajak Kcndaraan Bermotor (PKIJ) dilakukan tersebut 

dilakukan tersendiri dikantor dinas pendapatan daerah provinsi dan cabang

cabang dinas, begitu juga dcngan pcnyelesaian Surat Tanda Nomor Kendaraan 

(STNK) dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas 

(SWDKLLJ) ditempat yang berbeda pula, sehingga hal ini tidak memberikan 

pclayaan yang baik bagi pemilik kcndaraan bermotor, karcna akan memerlukan 

waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikitjumlahnya 
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Keadaan seperti diatas dapat mcnjad i penghambat dalam usaha 

memberikan pelayanan kcpada pcmilik kendaraan bcrmotor, dan juga dapat 

menycbabkan masyarakal menjadi malas untuk mengurus pajak kendaraan 

bermotor dan menjadi penghambat dalam usaha meningkatkan penerimaan dari 

sckor PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ karena tidak adanya keseragaman baik 

dalam hal pengurusan, administrasi, maupun besarnya tarif dalam proses 

pengurusannya. 

Salah satu tujuan pembentukan kantor bersama SAM SAT ini adalah untuk 

memudahkan pelaksanaan pcmungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta 

untuk memberikan kcmudahan pelayanan kepada masyarakat dalam hal 

pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLU. 

Tugas pihak kepoli.5ian adalah sebagai penyedia permohonan dan 

pcncrangan dengan rincian: menyediakan dan membcrikan fonnulir pennohonan 

pcndafiaran sesuai dengan permintaan pemohon, memberikan penerangan 

mengenai kelengkapan pcrsyaratan pendaftaran, membukukan scmua formulir 

yang ditcrima, dikeluarkan dan sisanya setiap hari, mencatat nomor fonnulirdan 

kendaraan atau nama pemilik pada buku register fonnulir, memberi tanda atau 

paraf pada fonnulir pennohonan untuk setiap permohonan yang telah memenuhi 

persyaratan, menerima kembali formulir yang rusak untuk diganti dengan yang 

baru, menerima pembayaran PKB. 

Tugas Djspenda adalah meneliti berkas yang diterima dari petugas 

kepolisian dan membubuhkan paraf atas ke lengkapan persyaratan, meneruskan 

bekas kepada pctugas kcpolisian bagian registrasi dan permohonan, 
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mcmberitahukan kcpada petugas Kcpolisian dan PT. Asuransi jasa raharja apabila 

ditcmukan kek.eliruan atau kekurangan persyaratan administrasi yang diperlukan. 

T ugas PT. Asuransi Jasa Raharja adalah mcncrima dan mcncliti bcrkas 

yang diterima dari pctugas Dispenda, menctapkan SWDKLLJ dan dendanya yang 

harusdibayar oieh pcrnohon, membuktikan penetapan SWDKLLJ, dan 

meneruskan bcrkas tersebut kepada sub kelompok kerja pengctikan. 

Kantor SAMSAT sebagai gabur.gan dari tiga instansi pemerintah yang 

ditunjuk untuk bersama-sama mcnjadi pdaksana tugas membuat atau mcrancang 

konsepsi-konscpsi untuk membcrdayakan segala kemapuan agar dapat 

melaksanakan tugas pengutipan pajak kendaraan bermotor sccara efektif, dimana 

persyaratannya adalah keahlian aparatur, scperti kemampuan mengidentifikasi dan 

me.ngelompckkan pekerjaan, menyiapkan personalia untuk menangani 

pelaksanaan tugas-tugas, mengetabui wewenang dan tanggung jawab, serta 

menyusun mekanisme koordinasi kepada antar unit kegiatan. 

Bcrdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh pcneliti, dalam pelaksanaan 

pcngurusan pajak kendaraan bcrmotor dan bea batik nama kendaraan bermotor 

di kantor SAMSAT,adalah wujud sebuah kolaborasi antara tiga instansi sekaligus. 

bentuk gabungan ketiganya adalah salah satu bentuk New Public Service,dimana 

Teori New Public Service memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyatdan 

harus tunduk kepada apapun suara rakyat ,sepanjang suara itu rasional dan 

lcgimate secara normatif dan konstitusionat. Scorang pimpinan dalam 

birokrasi bukanlah semata- mata makhluk ekonomi sepcrti yang diungkapan 
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dalam teori New Public Managemenl melaink.an juga makbJuk yang berdimensi 

sosial, politikdan menjalankan tugas sebagai pelayan publik. 

ini perlu untuk mengetahui apa itu SAMSAT,dan bagaimana SAMSA T 

scbagai bagian new public service 

Berdasarkan uraian Jatar bclakang masalah diatas, maka pcnulis tertarik 

untuk mcngadakan penlitian dan mengungkapkannya dalam bentuk Tesis dengan 

judul: "Analisis Pelaksanaan Sistcm Administrasi Manuuggal Satu Atap 

dalam Pengurusan Pajak dan nca Balik Nama Kendaraan Bermotor (Studi 

Pada SAMSAT Medan Selatan Dinas Penda(,atao Daerah Sumatera Utara)". 

1.2 Penclitiao terdahulo 

Pcnclitian yang bertcmakan pclayanan publik tentulah sudah banyak 

dilakukan beberapa peneliti terdahulu. Baik itu mcnyangkut old public 

managemenl,reinvenling government,dan new public service . Dalam penelitian 

cnbang Ilmu-ilmu sosial, biasanya penelitian bertcmakan pclayanan publik 

biasanya berkaitan dengan kepuasan masyarakat. 

Tapi tak jarang juga pclayanan publik , juga sering dikaitkan dcngan tata 

cara dan penyederhanaan pelayanan publik,dimana penyederhanaan ini 

di laksanakan untuk menciptakan pelayanan prima. 

Lepas dari itu, basil penelitian terdahulu dianggap penting untuk dijadikan 

unit anal isis dan pembeda antara penelitian yang dilakukan penulis saat ini dengan 

pcnclitian yang tclah dilakukan pcncliti terdahulu. hasil penelitian yang berhasil 

ditcmukan pcnulis dalam bentuk jumal adalah scbagai bcrikut: 
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Budi Winarno misalnya tentang implement.asi reinventing governmenl 

dalam pelaksanaan otonomi dacrah ,menyimpulkan pada masa lampau 

descntralisasi administratif lcbih dominan dibandingkan dcscntralisas i politik 

akibatnya,pcmcrintah daerah kurang mempunyai otoritas dalam mengambil 

kcputusan-kcputusan pclitik menyangkut alokasi sumbcr daya pcmbangunan 

sesua.i dengan kebutuhan dan potcnsi daerahnya,kuatnya pelaksanaan asas 

dckonscntrasi dibandingkan dengan asas desentralisasi mcmbuat dacrah hanya 

mcnjadi pelaksana kebijakan pusat. 

unluk menjawab berbagai tantangan yang mucul sebagai konsekuensi 

pe laksanaan otonomi dacrah ,dibutuhkan sebagaimana sering dibahas oleh 

bebcrapa penulis,birokrasi yang mempunyai jiwa cntrcprcncur.Hal ini karena 

descntralisasi ,baik dalam konteks administratif rnaupun da!am kontelcs politik 

tidak akan bisa dilaksanakan secara cfcktif jika aparatur pemerintahan daerah 

gaga! mcngembangkan kapasitas secara mcmadai untuk mengelola proses 

pcmbangunan (Winarno,2005) 

Selar\iutnya, Winamo mcnyarankan perlu dilakukan perubahan orientasi 

pada pclayanan publik seiring dengan munculnya otonomi dacrah . Di mana 

pelayan publik mestinya scbagai penunjang oprasional kegiatan-kegiatan dan 

pembangunan masyarakat di dacrah. 
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1.2 Perumusau Masalah 

Untuk mcmpcrmudah pcnelitian ini nantinya dan agar penelitian ini 

mcmiliki arah yang jelas dalam mcngintcrprctasikan fakta dan data kedalam 

penulisan tesis, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang akan ditcliti. 

Bcrdasarkan uraian latar bclakang masalah diatas, maka dapat 

dikemukakan perumusan masalah dalarn pcnclitian ini adalah: 

1. bagaimana SAMSAT dilihat dari bagian dari new public service? 

2. bagaimana aspck organisasi dan sumbcr daya yang ada di 

SAMSAT,khususnya di UPT SAMSAT Medan selatan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sasaran utama yang ingin dicapai seo;ang 

peneliti melalui kegiatan pcnclitian. Sebab tanpa tujuan, kcgiatan yang ingin 

dilaksanakan tidak akan mcmpunyai arah yang jclas. Maka berdasarkan 

rumusan masalah di atas, t4juan penelitian ini adaJah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana SAMSAT dilihat dari bagian dari 

new public service ? 

2. meJihat apa saja aspek organisasi dan sumber daya yang ada di 

SAMSAT,khususnya di UPT SAMSAT Medan selatao ? 
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1.4 Manfaat Peoclitian 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah : 

Bagi penulis ,pcnclitian ini bisa mcnambah khazanah kcilmuan dan 

pada akhirnya meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir 

melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang pcnulis 

dapat selama mcngikuti perkuliahan 

Bagi instansi tcrkait, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan 

atau referensi dalam r.1claksanakan sistem administrasi manunggal satu atap 

dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor. 

1.5 Sistcmatika Pcnulisan 

Adapun sistematika dalam penelitian ini terdiri atas: 

BABl 

BABIL 

BABTTI 

PENDAHULUAN 

Bab ini bcrisikan latar belakang masalah, penelitian terdahulu, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penelitian. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan uraian tentang pengertian dan konsep-konsep 

pemanfaatan sampah, Bank Sampah, dan teori-teori pemberdayaan 

masyarakat. 

METODE PENELTTIAN 

11 
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BABTV 

BABY 

--~----~- . - --- - -.-..__....... 

Bab ini berisikan tcntang pcndckatan penelitian, defcnisi konsep, 

karangka konsep, subjek penelitian, tcknik pcngumpulan data, 

analisis data, dan lokasi pcnelitian. 

ANUSIS DATA 

Bab ini bcrisikan tentang proses pengumpulan data dan uraian data 

yang diperoleh dalam peneltian berserta pemhahasan dan 

analisanya. 

PENUTUP 

Bah ini berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang telab 

dilaksanakan. 

t2 
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BABTI 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Analisis Sistcm 

Mcnurut Jogiyanto Hartono Yokyakarta, 1999, hal Sistem adalah 

suatu jaringan kerja dan proscdur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama-sama untuk melakukan suatu sasaran tertntu Suatu struktur organisasi 

yang baik tidak dapat menjamin adanya system yang baik, namun yang pasti 

bahwa suatu struktur organisasi yang jelek tidak mungkin mcnyajikan system 

yang baik. Untuk pencapaian tujuan-tujuan perusahaan, ada beberapa perancangan 

prinsip system yang harus diterapkan oleh perusahaan tcrsebut yaitu: 

a. Komponcn Sistem (Component) 

Suatu sistem tcrdiri dari sejumah komponen yang sating berinteraksi, artinya 

sating bekcrjasama membentuk satu kasatuan yang utuh. 

b. Datas sistem (Boundary) 

llatas sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem yang satu 

dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Dengan adanya 

batas sistem, maka sistem dapat membentuk satu kesatuan, karena dengan 

batas sistcm ini fungsi dan tugas sub batas sistem yang satu dengan yang 

lainnya berbeda tatapi sating berinteraksi. Dengan kata lain batas sistem ini 

merupakan ruang lingkup atau scope dari sistem/sub sistem itu sendiri. 

c. Lingkungan Luar Sistem (Environment) 

Segala scsuatu diluar batas sistcm yang mempengaruhi operasi dari suatu 

sistem discbut Iingkungan luar sistem, Iingk'llngan luar ini dapat bersifat 

menguntungkan atau merugikan sistem tersebut. 

d. Penghubung (Interface) 

Penghubung sistem mcrupakan suatu media penghubung antara satu sub 

sistem dengan sub sistem lainnya untuk membentuk suatu kesatuan, sehingga 

sumber-sumber data mengalir dari subsistem yang satu ke subsistem lainnya. 
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Dengan kata lain melalui penghubung ini output dari suatu subs istcm akan 

menjadi input dari susbsistem lainnya. 

e. Masukan (Input) 

Energi yang dimasukkan kedalam suatu sistem disebut input, masukan ini 

dapat berupa masukan pcrawatan dan masukan signal 

f . Keluaran (Output) 

Keluaran adalah has il dari energi yang diolah dan diklas i.flkasikan rnenjadi 

keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. 

g. Pengolah (Proces.\) 

Suatu sistem mempunyai bagian pengolah yang akan mengubah input menjadi 

output. 

h. Sasaran (Objective) 

Setiap sistem pasti mcmpunyai tujuan ataupun sasaran yang mempengaruhi 

input yang dibutuhkan output yang akan d ihasilkan. Dengan kata lain, suatu 

sistem akan dikatakan berhasil kalau pengoperasiannya sistem itu mengenai 

sasaran atau nuuannya. 

2.2 Pelayanan Publik 
'~ 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur N egara Nomor 

63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan publik adalah : Segala bentuk pelayanan 

yang diJaksanakan oleh instansi pemcrintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan 

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Dacrah dalam bentuk barang 

dan atau jasa, baik dalarn rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pclaksanaan ketentuan peraturan pcrundang-undangan. 

Sedangkan menurut Bab i Pasal l Ayat 1 UU No. 25/2009, yang dimaksud 

dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
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-------==-----~ ~- ~ 

pemenuhan kebutuhan pclayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi sctiap warga ncgara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Sedangkan jenis-jenis pelayanan publik mcnurut Lembaga Administrasi 

Negara yang dimuat dalam SANRI Buh.'U Ill (2004:185) adalah: 

1. Pelayanan pemerintahan adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait 

dengan tugas-tugas umum pemcrintahan, seperti pclayanan KTP, SJM, pajak, 

perizinan, dan keimigrasian. 

2. Pelayanan pcmbangunan adalah suatu jenis pelayanan masyar<!kat yang terkait 

dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitasi kepada 

masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga negara. Pelayanan ini 

mcliputi penyediaanjalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan, dan 

lainnya. 

3. Pclayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi 

masyarakat scpertj penyediaan listrik air, telepon, dan transportasi lokal. 

4. Pelayanan sandang, pangan dan papan adalah. jenis pelayanan yang 

menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan, 

seperti pcnyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah. 

5. Pelayanan kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihat dari sifat dan 

kepentingannya lebih ditckankan pada kegiatan- kegiatan sosial 

kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, 

pcnjara, rurnah yatim piatu, dan lainnya. 
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, .. 

Bahwa pelayanan publik dilakukan tiada lain untuk memberikan kepuasan 

bagi pengguna jasa, karena itu penyelcnggaraannya secara niscaya membutuhkan 

asas-asas pelayayanan. Dcngan kata lain, dalam memberikan pclayanan publik, 

instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik. 

Asas-asas pclayanan publik mcnurut Keputusan Menpan Nomor 63/2003 

sebagai berikut 

a. Transparansi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak 

yang membutuhkan dan disediakar. secara memadai serta mudah 

dimengerti 

b. Akl;ntabilitas. Dapat dipcrtanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Kondisiomtl. Sesuai dengan kondisi, dan kcmampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektivitas. 

d. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pclayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat. 

e. Kesamaan Hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, 

ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. 

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan 

publik harus memcnuhi hak dan kewajiban masing- masing pihak. 

Sedangkan menurut Pasal 4 UU No. 25/2009, penyelenggaraan pelayanan 

publ.ik berasaskan: 
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a. kepentingan umum; 

b. kepastian hukum; 

c. kesamaan hak; 

d. keseimbangan hak dan kewajiban; 

e. keprofesionatan; 

f. partisipatif; 

g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; 

h. keterbukaan; 

1. akuntabilitas; 

j . fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 

k. ketcpatan waktu; dan 

keccpatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 

Penyelengaraan pelayanan publ ik, di1akukan oleh penyelcnggara pelayanan 

publik, yaitu; penyelenggara negara I pemerintah, penyelenggara perekonomian 

dar. pcmbangunan, lembaga independcn yang dibentuk o1ch pemcrintah, badan 

usaha/ badanhukum yang dihcri wewenang melaksanakan sehagian tugas dan 

fungsi pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang bekerjasama danlatau 

dikontrak untuk melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi pelayanan publik. 

Dan masyarakat urnum atau swasta yang mclak.sanakan sebagian tugas dan 

fungsi pelayanan publik yang tidak tnampu discdiakan oleh pemerintahl 

pemerintah daerah. Menurut Pasal 1 Ayat 4 UU No. 25/2009, bahwa 
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penyelcnggara pelayanan publik adalah setiap institusi pcnyelenggara negara, 

korporasi, lcmbaga indcpcndcn yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk 

kegiatan pelayanan publik. dan badan hukum lain yang dibentuk scmata-mata 

untuk kegiatan pclayanan publik. Pada UU No. 2512009 discbutkan bahwa 

pclaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan sctiap orang 

yang bekerja di dalam Organisasi Penyclcnggara yang bertugas melaksanakan 

tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik 

2.3 New Public Service 

Paradigma New Public Service (NPS) merupakan konsep 

yangdimunculkan melalui tulisan Janet V.Dernhart dan Robert B.Dcmhart 

bcrjudui"The New Public Service : Serving, not Steering" tcrbit tahun 

2003. Paradigma New Public Service dimaksudkan untuk 

mengcountcr paradigma administrasi yang menjadi arus utama (mainstream) saat 

ini yakni paradigma New Public Management yang berprinsip l'run government 

like a business.,·" a tau "market as solution to the ills in public sector". 

Teori New Public Service memandang bahwa birokrasi adalah alat 

rakyatdan harus tunduk kepada apapun suara rakyat ,sepanjang suara itu rasional 

dan legimatc secara normatif dan konstitusional. Seorang pimpinan dalam 

birokrasi bukanlah semata- mata makhluk ekonomi seperti yang diungkapan 

dalam tcori New Public Management melainkan juga mak.hluk yang berdimensj 

sosial, pol itikdan menjalankan tugas scbagai pelayan publik. 
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. . . 

Unluk mcningkatkan pclayanan publik yang demokratis, konsep 

"The New Public Service(NPS)" m enjanjikan pcrubahan nyata kepada 

kondisi birokrasi pcmerintahan sebelumnya. Pelaksanaan konsep ini mcmbutuhk 

an kcbcranian dan kerelaan aparatur pemerintahan, karena mereka 

akanmcngorbankan waktu, dan tenaga untuk mcmpengaruhi scmua sistem 

yang berlaku. Alternatifyang ditawarkan konscp ini adalah pemerintah harusmen 

dengar suara publik dalam pengelolaan tata pcmcrintahan. Mcskipun tidakmudah 

bagi pemerintah untuk menjalankan ini, sctclah sekian lama bersikapsewenang· 

wenang tt>:rhadap publik.Di dalam paradigma ini semua ikut tcrlibat dan tidak ada 

lagi yang hanyamenjadi penonton. Gagasan Denhardl & Denhardt tentang 

Pelayanan Publik Baru(PPB) menegaskan bahwa pemerintah scharusnya tidak 

dijalankan sepertilayaknya sebuah perusahaan tetapi mclayani masyarakat secara 

demokratis, adil,merata, tidak diskriminatit: jujur dan akuntabel. Disini 

pemcrintah harusmenjamin hak-hak warga masyarakat, dan memenuhi 

tanggungjawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan 

warga masyarakat. "Citizens First •• harus menjadi pegangan a tau semboyan 

pcmcrintah (Dcnhardt & Gray, 1998) 

Pemerintah juga perlu mcngubah pcndekatan kepada masyarakat dari 

sukamemberi perintah dan mengajari masyarakat menjadi mau mendengarkan 

apayang mcnjadi keingi.nan dan kcbutuhan masyarakat, bahkan dari 

sukamengarahkan dan memaksa masyarakat menjadi mau mcrcspon dan melayani 

apayang menjadi kepentingan dan harapan masyarakat Karena dalam paradigma 

19 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/3/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)10/3/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Zikri Akbar - Analisis Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Dalam...



'• 

11ze New Public Service dengan menggunakan teori dcmokrasi ini beranggapan 

bahwatugas-tugas pemerintah untuk membcrdayakan rakyat dan 

mempcrtanggungjawabkan kincr:janya kcpada rakyat pula. Hal ini dimaksudkan b 

ahwa para penyelenggara negara harus mendengar kebutuhan dan kcmauan warga 

negara(citizens). Pelayanan publik yang di praktekkan dengan situasi yang 

kreatif:dimana warga negara dan pejabat pubfik dapat bekerja sama 

mcmpertimbangkantentang pencntuan dan implementasi dari birokrasi 

publik,yang berorientasi pada"aktivitas administrasi dan aktivitas warga 

negara" 

Untuk mcningkatkan suatu pelayanan publik yang demokratis, maka 

pilihan terhadap "The New Public Service(NPS)" dapat menjanjil<an suatu 

perubahan reatitas dan kondisi b1rokrasi pemerintahan. A(>likasi dari konsep ini 

agakmenantang dan membutuhkan keberanian bagi aparatur pemerintahan 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik, karena mengorbankan waktu, tenaga un 

tukmempengaruhi semua sistern yang berlaku. Alternatif yang ditawarkan 

adalah pemerintah harus mendengar suara publik dalam berpartisipasi bagi pengel 

olaantata pemerintahan. Memang tidak gampang meninggalkan kebiasaan 

memcrintahatau mengatur pada konsep administrasi lama, dari pada 

mengarahkan,menghargai pendapat sebagaimana yang disarankan konsep New 

Public Service. 

· .. 
:: ; ..... 

·:. 

l.Melayani Warga Ne~ara, bukari: c.ustbm((r '($~rve Citizens, Not Customer~} -
:,;.: .: \:. . ·. : . :·· .. ..... )·, . . ;,{ ·, .. 

'\ ''; .. i .. ::·>::.{ 
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... .: . 

ove; i~trepr~n;urshipy -. '- ·,. 
·:.;·;~~~~i ~ ~-·,:.::·. >·:,,:;/" . "• ,. ' 

2.3 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

Menurut Tatang M. Amirin (1996:1) menyatakan bahwa istilah sistem 

berasal dari bahasa Yunani, yaitu "systema" yang mempunyai pengertian sebagai 

berikut: 

a. Suatu hubungan yang tersusun dari sekiao banyak bagian. 

b. Hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau 

komponen-komponen secara teratur 

Sedangkan menu rut Pamudj i (1998: 12) menyatakan bahwa sistem 

merupakan suatu totalitas himpunan dari bagian-bagian yang satu sama lain 

bcrinteraksi dan bersama-sama beroperasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu 

dalam suatu lingkungan. 
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r Jadi sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling 

tcrkait antara yang satu dcngan yang lain. Bagian atau anak cabang dari suatu 

sistern manjadi induk dari bagian selanjutnya, begitulah setcrusnya hingga bagian 

yang terkeci l. Rusaknya salah satu bagian akan mcngganggu kestabilan sistem itu 

sendiri secara kcscluruhan. 

Mcnurut Moekijat (1989:4) ada beberapa defenisi administrasi, yaitu: 

a. Suatu keseluruhan isti lah yang meliputi banyak subjck yang 

semuanya ccnderung berperasangka kearah efisiensi pcrusahaan 

b. Pelayanan-pelayanan manajemen atau pelayanan kantor 

perusahaan. 

c. Organisasi atau suatu kantor pusat suatu perusahaan yang 

mengawasi sejurn!ah unit-unit produksi. Defens! ini dapat berlaku 

dalam jenis kelompok perusahaan yang mempunyai beberapa 

scksi. 

Didalam buku ilmu administrasi Publik oleh Inu Kencana Syafiie, dkk 

(1999: 13-15), Ada bebe::rapa pengertian Administrasi Menurut pendapat para ahl~ 

yaitu: 

a. Mcnurut Herbert A. Simon, administrasi dapat dirumuskan scbagai 

kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan· 

tuj uan bersama. 

22 
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b. Menurut TI1e Liang Gie administrasi adalah segenap rangkaian 

kegiatan penataan tcrhadap pckerjaan pokok yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dalam kcrjasama mencapai tujuan tertentu 

c. Menurut Sondang P. Siagian administrasi adalah keseluruhan 

proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang tclah diambil 

dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang 

manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

d. Menurut .Hadari Nawawi, administrasi adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama 

sckelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Menurut Stephen P. Robins (dalam Suganda, 1992:9), administrasi adalah 

proses universal yang berupa menyclesaikan kegiatan-kegiatan secara berdaya 

guna bersama dan melalui orang lain. Dalam setiap pengertian administrasi selalu 

ada 3 hal umum yang dicakup yaitu sasaran-sasaran, sumber-sumber yang 

terbatas dan orang-orang. Jadi administrasi dapat diartikan sebagai seluruh proses 

organisasi baik itu organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta yang terdiri 

atas pcnentuan tujuan dan pencapaiannya dengan memanfaatkan sumber-sumber 

yang tersedia secara berdaya guna melalui dan bersama orang-orang secara 

terkoordinasi dengan menerapkan perencanaan, pembuatan keputusan dan 

perintah kerja, pemimpin serta penguasaan. 
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Diantara peodapat para ahli tersebut, pada prinsipnya administrasi 

mcmpunyai pengertian yang sama, yaitu antara lain: 

a. kerja sama 

b. banyak orang 

c. untuk mencapai tujuan bcrsama 

Sistem Admin.istras.i Manunggal Satu Atap (SAMSAT), atau dalam 

Bahasa Inggris One Roof System, adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk 

untuk mempcrlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang 

kegiatannya diselenggarakan cialam satu gedung. 

Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT adalah 

pelayanan admi;1istrasi dalam pengurusan kendaraan bennotor. Pelayanan 

pengurusan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama diberikan oleh Dinas 

Pendapatan Provinsi, Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas oleh jasa rahatja, 

sedangkan pcngurusan surat-surat kendaraan bennotor seperti BPKB, plat nomor, 

dan STNK diberikan oleh Kepolisian. Namun dengan adanya SAMSAT. 

kesemuanya dapat dilayani dalam satu atap, atau bahkan satu loket. 

Peningkatan pelayanan prima dikantor bersama SAMSAT adaJah 

merupakan kebutuhan organisasi untuk merespon tuntutan dan harapan 

masyarakat yang terus meningkat, maka sudah sewajamya kantor bersama 

SAMSA T memberikan pelayanan yang baik dengan mengembangkan paradigma 

kepcmerinahan yang baik (good governance), yaitu suatu kepemcrintahan yang 

ditandai dengan adanya: transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, 

profesionalisme, kesetaraan, dan lain scbagainya. 
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~----~~-------~ ~~~------~--------~--~~~--------~--------------------~------. -. . 

2.4 Pengurusan Pajak Keodaraan Bermotor 

Salah satu fungsi pcnyclcnggaraan pemcrintah yang dilakukan o1eh 

aparatur pemcrintah adalah pelayanan publik, dimana pcngurusan pajak kcndaraan 

bermotor merupakan salah satu bagian dari bentuk pelayanan publik 

Pclayanan publik mcnurut undang-undang no.25/2009 ayat 1 yang 

dimaksud pelay<!nan pubik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan dengan pcraturan perundang

undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang,jasa,dan atau 

pclayanan adminstratif yang discdiakan oleh penyelenggara pelayanan pubJik 

Menurut H.A.S Moenir (1992:27) menyatakan bahwa pelayanan "dalah 

kegiatan yang di lakukan oleh sescorang atau sekelompok orang dengan landasan 

factor material melalui s istem, prosedur, dan metode tertcntu dalam rangka 

memenuhi kebutuhan orang lain dengan haknya 

Ada beberapa prinsip pelayanan publik yang harus diterapkan dalam 

melakukan pelayanan publik, yaitu: 

1. Kesederhanaan, yaitu adanya prosedur pelayanan yang sederhana dan 

tidak berbelit·belit. 

2. Kejelasan, yaitu adanya kejelasan unit yang bertanggung jawab dan 

rincian biaya. 

3. Kepastian waktu, yaitu adanya waktu penyelesaian. 

4. Akurasi, Produk pelayanan diterima dengan benar, akurat, dan sah 
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5. Kcamanan, yaitu proses dan produk pelayanan memberi rasa aman dan 

kepastian hukum. 

6. Tanggung jawab, yaitu adanya pcjabat yang ditunjuk dan bertanggung 

jawab dalam menyelesaikan keluhan atau persoalan. 

7. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya saran dan prasarana 

yang mendukung dan memadai 

8. Kemudahan akses, yaitu mudah dijangkau oleh masyarakat 

9. Kedisiplinan, kcsopanan,dan keramahan, yaitu pcmberi pelayanan 

bersikap disiplin, sopan, ramah, dan ikhlas. 

10. Kenyamanan, yaitu adanya suasana yang tertib, teratur, nyaman, bersih, 

dan rapi. 

Kendaraan bennotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih 

bcserta gandcnganya yang digunakan dijalan umum, dan digcrakkan oleh 

peralatan tckhnik berupa motor atau peralatan lainnya yang bcrfungsi untuk 

mengubah sumber daya atau energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang 

bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar. Pajak kendaraan 

bermotm adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. 

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kcpemilikan dan atau penguasaan 

kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan 

bermotor alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang atau 

barang dijalan umum. 

Dikccualikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan 

dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh: 
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====~-=====--==========================~==~-=---===~~~~ 

a. Pemerintah pusat dan pemerintah dacrah. 

b. Kedutaan, konsu lat, perwakilan negara asing dan perwakilan 

lembaga internasional dcngan asas timbal batik sebagaimana 

berlaku untuk pajak negara. 

c. Subjek pajak laionya yang diatur dengan peraturan daerah 
. ' 

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang 

mcmiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak 

kendar..tan bermotor adalah orang pribadi dan ata.u badan yang memiliki 

kendaraan bermotor. 

Sementara itu dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung scbagai 

perkalian dari dua unsur pokok, yaitu: 

a. Nilai jual kendaraan bcrrnotor ( diperoleh berdasarlcan harga pasaran 

urn urn atas suatu kendaraan bermotor 

b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan 

pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bennotor 

tersebut 

27 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/3/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)10/3/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Zikri Akbar - Analisis Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Dalam...



. -.., 

3.1 Dcntuk pcnclitian 

BAB Ill 

METODE PENELITIAN 

Mctodc penclitian yang digunakan dalam pcnclitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan analisa kualitati f,dimana pada metode ini pencliti mencoba 

menceritakan apa yang menjadi masalah,dan mencoba mcncari pengaruh masalah 

terhadap suatu teori.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pcndckatan studi kasus kolektif, yang artinya pencliti akan mempelajari masalah 

secara bersamaan, agar dapat meneliti fenomena, populasi atau kondisi wnum. 

Menurut Nawawi (1990:60) metode desk.riptif mcmusatkan pcrhatian pada 

maS&lah-masalah atau fenomena-fenomcna yang ada pada saat penclitian 

dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian pengambilan fakta-fakta 

tentang rnasalah yang diselidiki diiringi dengan intcrpretasi yang akurat. 

Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan fakta-fakta dan 

Smenjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana 

adanya dan mcncoba menganalisanya untuk memberi kcbenarannya berdasarkan 

data yang diperoleh. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian ini adalah pada kantor 

SAMSAT Medan Selatan Dinas Pcndapatan Daerah Sumatcra Utara, yang 

bcralamat dijalan Sjsingamangaraja KM.S,S Medan, Sumatera Utara. 
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. ·- . 

• . 

• . 3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mcmperoleh data atau intormasi dan keterangan-keterangan lain 

yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Teknik pengumpulan data primer, yaitu tcknik pengumpulan data yang 

dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data 

primer dilakukan dengan instrument: 

a. Metode wawancara (interview) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukao pertanyaan 

kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian. 

b. Observasi (observation) 

Yaitu kegiatan mengamati secara langsung dengan mencatat 

gejala-gajala yang ditemukan dilapangan serta menjaring data yang 

tidak terjangkau. 

2. Tcknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari: 

a. Penelitian kepustakaan (library research) 

Pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, 

pendapat para ahli ang memiliki relevansi dcngan masalah yang 

diteliti 
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b. Studi dokumenter (documcnter) 

Tcknik yang digunakan dengan menelaah catatan tcrtulis, dokumen 

arsip yang menyangkut masalah yang diteliti yang berhubungan 

dengan instansi terkait. 

3.4 Tcknik Analisa Data. 

Teknik analisa data yang digunakan untuk rnenjelaskan data yang telah 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif, yaitu analisa 

terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar pcncliti dalam 

menghubungkan fakta, data dan informasi. Jadi teknik analisa data dilakukan 

dengan penyajian data yang terdapat melalui keterangan yang diperoleh dari 

rcsponden, selanjutnya diinterpretasikan sesuai dengan tujuan peneliti yang telah 

dirumuskan. 

3.5 Dcfcnisi Konsep 

Konsep merupakan suatu istilah dan defenisi yang digunakan untuk 

mengambarkan secara abstrak kejadian kelompok atau individu yang menjadi 

pusat perhatian. Dalam hal ini defcnisi konsep bertujuan W1tuk merumuskan 

istilah yang digunakan secara mendasar dan diharapkan dapat melakukan 

penyamaan presepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah 

pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian Adapun yang menjadi 

defenisi konsep dalam penelitian ini yaitu 
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1. Administrasi adalah proses universal yang berupa menyelesaikan kegiatan

kegiatan secara bcrdaya guna bersama dan mclalui orang lain. Dalam setiap 

pengertian administrasi selalu ada 3 hal umum yang dicakup yaitu sasaran

sasaran, sumber-sumber yang terbatas dan orang-orang 

2. Sistem adalah kcsatuan yang utuh dati suatu rangkaian yang saling terkait 

antara yang satu dengan yang lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistcm 

manjadi induk dari bagian selanjutnya, begitulah seterusnya hingga bagian 

yang terkecil. Rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem 

itu sendiri secara keseluruhan. 

3. Penyelengaraan pelayanan publik, dilakukan oleh penyelenggara pelayanan 

puhlik, yaitu; penyelcnggara ncgara I pemerintah, penyelenggara 

pcrckonomian dan pembangunan, lcmbaga independen yang dibentuk oleh 

pemerintah, badan usahal badanhukum yang diberi wewenang melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi pclayanan publik, badan usaha/badan hukum yang 

bekerjasama dan/atau dikontrak untuk melaksanakan sebagaian tugas dan 

fungsi pelayanan publik. 

3.6 Kerangka konsep 

3.7 Subjck Penelitian 

Dalam penelitian ini, istilah yang digunakan untuk subjek penelitian 

adalah Informant dan Key Informant. Hal ini mengacu pada apa yang dituliskan 

oleh Idrus (2009) tentang karakteristik penelitian kualitati£ ldrus menjelaskan 

pada penelitian kualitatif sasaran penelitian berlaku (disebut) sebagai Subjek 
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• . 

• penelitian. Di mana istilah yang digunakan untuk menyebut subjck penelitian 

adalah iriformant dan key informant. Dalam menentukan informant, Asumsi yang 

dikcdepankan adalah bahwa seorang infonnant adalah scseorang yang dianggap 

paling tahu tentang dirinya dan tentang objek penclitian yang akan diteliti oleh si 

pencliti. Schingga pcneliti dapat mcnggali objek yang diteliti pada infonnannya 

(ldrus, 2009). 

Olch karcnanya, pada pcnclitian ini, Informant dan key into rman yang 

diwawancarai akan diambil secara purposive yaitu berdasarkan pertimbangan dan 

llJjuan tertcntu. Scbagaimana dijelaska_'l oleh Sugiyono (20 t 0), purposive 

sampling adalah tcknik pengambilan sampel sumber data dengan pcrtimbangan 

tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tcrscbut yang dianggap paling 

tahu tentan~ apa yang kita harapkan. atau mungkin dia sebagai penguasa schingga 

akao memudahkan peneliti menjelajahi objeklsituasi sosial yang diteliti. 

Total Informant pada pcnelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang adapun ketiga 

Informant terscbut adaJah : 

I. Nama : IU.Indriyana Suwitri S.Sos 

Jabatan : Kasubbag Tata Usaha 

NTP : 19671004 199003 2 002 

2. Nama : Ita Savitri SE 

Jabatan : Kasi Penagihan Pajak 

NIP : 19701111 199003 2 003 

Dimana kedua informant ini adalah sebagai pihak-pihak yang menjelaskan 

tentang samsat ,proses pungutan pajak kendaraan bennotor ,dasar hukum dan 
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' 

... 

produk-produk apa s~ja yang dihasilkan samsat ,khususnya pada samsat medan 

selatan . 

Sedangkan untuk Key informant pada penelitian ini berjumlah 1 (satu) 

orang yang merupakan kepala UPT mcdan selatan adapun Key Informant tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Nama 

Jabatan 

NIP 

: M.Faisal Hasrimy.AP.MAP 

: Kcpala UPT samsat Mcdan Selatan 

: 19750727 199311 1001 

Key informant dalam hal ini adalah kepala UPT sendiri dimana kepala 

UPT bertanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya keseluruhan UPT samsat 

Medan selatan,dirnana key informan/ bertugas untuk menjelaskan tentang 

pelayanan 
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BAUIV 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

4.1 Sejarab 

Kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Medan 

Selatan berdiri pada tanggal 15 Juni 1987. Kantor SAMSA T (S istem Administrasi 

Manunggal Satu A tap) Medan Selatan merupakan salah satu unit pelayanan teknis 

dari 3 (tiga) instansi didalamnya, yaitu: Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera 

Utara, POLRT, dan Jasa Raharja. pcnanggung jawab SAMSAT adalah Tim 

Pembina Samsat Provinsi Surnut dimana tim ini terdiri dari Kepala Dispenda 

Direktur Lalu Lintas Poldasu Kombes , pimpinan PT. Jasa Raharja 

Ada beberapa kecamatan dari kota Medan diantaranya Medan 

polonia,Medan johor,Medan marelan,Deli tua,Namo rambe,Medan denai,Medan 

tuntungan,Medan sclayang,Medan johor,Diski dan sebagian wilayah Deli 

Serdang diantaranya pan cur batu, Tanjung morawa yang pengurusan pajak 

kendaraannya dilaksanakan dikantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal 

Satu Atap) Medan Selatan. yang melayani masyarakat yang akan membayar atau 

melunasi kewajibannya membayar pajak kcndaraan bermotor 

4.2 Visi, Misi, dan Tujuan Pembentukan 

4.2.1 Visi dan Misi 
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Adapun yang menjadi Visi SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu 

A tap) Medan Selatan adalah: 

"Tcrwujudnya Pelayanan Prima Scbagai Bukti Pcngabdian Kepada 

Masyarakat". Sedangkan Misinya adalah: 

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat. 

2. Meningkatkan Keamanan Registrasi ldentifikasi Kendaraan Bennotor. 

3. Meningkatkan Pendapatan Asli Dacrah (PAD) dan Pencrimaan Negara. 

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. 

5. Menyediakan Sarana dan Prasarana untuk mendukung terwujudnya pelayanan 

prima . 

4.2.2 Tujuan Pembentukan 

Adapun yang menjadi tujuan pembentukan kantor SAMSAT (Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap) Medan Selatan adalah untuk meningkatkan 

pelayanan kepada pcmilik kendaraan bermotor dan meningkatkan pendapatan 

daerah dan pendapatan negara. 

4.3 Landasan Hukum Pungutan PKB dan BBN-KB 

Dengan Tujuan Registrasi dan IdentifLkasi Forensik Ranmor dan 

data pengemudi lcbih akurat, kecepatan dan kemudahan pelayanan kcpada 

masyarakat, pada tahun 1974-1976 dilakukan ujicoba pcmbentukan SAMSAT di 

Polda Metro Jaya. 
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llcrdasarkan TNBERS 3 Menteri, Mcnhankam, Menkeu & Mendagri No. 

Pol. KEP/13/XJT/ 1976, No.KEP-1693/MK.!IV/12/1976, 311 TAHUN 1976 bahwa 

Konsep SAMSAT dibcrlakukan di seluruh Tndonesia Kepolisian Rl, PT Jasa 

Raharja (Persero) & Dinas Pendapatan Provinsi bersama-sama. Mcski dcmikian 

masing-masing inslansi menerbitkan tanda buk.'t i untuk setiap pelunasan 

kewajiban di SAMSAT. 

Berdasarkan TNBERS, Menhankam, Menkeu & Mendagri No. 

INS/03/X/1988, No. 5/IMK.013/1988, No. 13A Tahun 1988 dilakukan 

penyederhanaan dokumen yaitu · Fonnulir pennohonan/pendaftaran 

STNK!Pajak/SWDKLLJ digabungjadi satu . 

Tanda Pelunasan Pembayaran SWDKLU PT Jasa Raharja (Pcrscro)yang 

tercantum dalam STNK/STCK berlaku sebagai pengganti polis Asuransi 

(sertifikat) 

Diber1akukan revisi masa berlaku STNK dan TNKB dari l tahun menjadi 

5 tahun namun sctiap tahunnya melakukan pengesahan STNK berdasarkan 

lNBERS J>anglima Angatan Bersenjata, Menkeu & Mendagri No. INS/02/IT/1993, 

No. Ol/IMK.Ol/1993, No.2A Tahun 1993. Mckanisme Perpanjangan STNK 

dibentuk 5 polga (loket) untuk pelayanan. 

Berdasarkan TNBERS Menhankam, Mcnkeu & Mendagri No. Pol. 

TNS/03/M/X/1999, No. 6/IMK.014/1999, No. 29 Tahun 1999 menetapkan 

pcnyempurnaan dan pcnycderhanaan sistem operasi pelayanan dari 5loket 

menjadi 2 loket. 
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Adapun yg menjadi landas.an hukum pemungutan PKB dan BBN-KB 

adalah: 

1. Dasar Hukum Pungutan PKB dan BBNKB 

a. UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daemh dan Retribusi Daerah. 

b. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Dacrah. . . 
c. Perda Provinsi Sumatera Utara No. 3 Tahun 2002 tentang PKB. 

d. Perda Provinsi Sumatera Utara No. 4 Tahun 2002 tentang BBN-KB 

2. Pengelolaan Pungutan PKB I BBNKB pada UPT dilaksanakan melalui 

kewenangan pada SAMSAT yang unsur terdiri dari Polri Ditlantas, 

Pemprovsu (Dipendasu) dan PT. Jasa Raharja. 

3. Dasar Hukum Mckanismc Pungutan PKB I BBN-KB pada Kantor Samsat. 

a. lnber Menhankam, Mendagri dan Menteri Keuangan No. INS I 03 I M I X 

I 1999, No. 29Tahun 1999 dan No.6 I MK.Ol4/1999 tentang Pelaksanaan 

SAMSA T dan Penerbitan STNK, TNKB, TCKB dan Pungutan PKB, 

BBN-KB serta SWDKLLJ. 

b. SKB Kapolri, dirjen Pemum dan OTDA dan Dirut PT. Jasa Raha~ja No. 

SKEP I 06 I X I 1999, No. 973- 1228, dan SKEP I 02 I X I 1999 tentang 

Pcdoman Tatalaksana SAMSAT dalam Penerbitan STNK, STCKB, 

TNKB, TCKB dan Pungutan l)KB, BBN-KB sertaSWDKLLJJ. 

4.3 Jenis~jenis Pelayanandan Program Kcrja 

4.3.1 Jcnis-jenis Pelayanan 

1. Perpanjangan STNK. 

37 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/3/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)10/3/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Zikri Akbar - Analisis Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Dalam...



·. 

• --~ -= 

2. Ganti STNK (Teliti ulang 5 tahun) 

3. Ganti STNK hilang, ganti warna, pindah alamat. 

4. Bea Balik Nama (BBN) H. 

5. Lapor tiba antar SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) 

Sumatera Utara. 

4.3.2 Program Kerja 

1. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat. 

2. Meoingkatkan Pclayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor 

3. Meningkatkan Pcndapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Negara. 

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 

5. Mcnycd!akan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya 

pelayanan prima. 

Dalam melaksanakan program kerja yang ada, SAMSAT (Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap) Medan Selatan melakukan beberapa strategi, 

adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat 

a. Menyederhanakan Sistem dan Prosedur 

b. Mencrapkan Pelayanan Prima Secara Konsisten 

c. Sosialisasi yang berkesinambungan 

d. Menindaklanjuti Sctiap Keluhan Masyarakat. 

2. Meningkatkan Keamanan Registrasi ldentifikasi Kendaraan Bermotor 

a. Meningkatkan Pelayanan J>engarsipan dan Keamanan Data 
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Kendaraan Bermotor 

b. Mcningkatkan Teknologi dalam pengarsipan data kendaraan 

bermotor 

c. Tertib pendataan, tcrtib pcnyimpanan, dan tcrtib penge1uaran arsip 

kcndaraan bcrmotor. 

3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerima.an Negara 

a. Jdentifikasi dan ekstensifikasi 

b. Melaksanakan pemungutan secara efektif dan efisien 

c. Tertib pemungutan, tertib pembukuan, tertib laporan 

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 

a. Meningkatkan disiplin dan etos kerja 

b. Meningkatkan kompetensi 

c. Meningkatkan kesejahteraan. 

d. Memberdayakan Sumber Daya Manusia. 

5. Menyediakan Sarana dan Prasarana untuk mendukung terwujudnya 

pelayanan prima. 

a. Memcnuhi kcbutuhan sarana dan prasarana secara konsisten. 

b. Memelihara terus-menerus sarana dan prasarana yang tersedia. 

Selain itu SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Medan 

Selatanjuga mengembangkan nilai-nilai sebagai berikut: 

1. Bekerja Keras. 

2. Keterbukaan. 

3. Saling Mcnghormati. 
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4. Kejujuran. 

5. Bertanggung Jawab. 

6. Kreatif dan Inovatif. 

Adapun Komitmcn yang dilakukan oleh SAMSAT (Sistcm Administrasi 

Manunggal Satu Atap) Medan Selatan dalah scbagai berikut: 

1. Sccara tcrus-mcncms memperbaiki dan mengembangkan sistem 

manajemen mutu. 

2. Kepuasan masyarakat merupakan tujuan utama pclayanan. 

Sedangkan inovasi yang telah dilaksanakan oleh SAMSA T (Sis tern 

Administrasi Manunggal Satu Atap) Medan Selatan adalah sebagai berikut: 

1. Renovasi dan penyempumaan lay out gedung 

2. Penyederhanaan prosedur loket 

3. Penyederhanaan persyaratan 

4. Tersedianya unit lansia, ibu hamil, dan orang sakit 

5. Adanya kejelasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

6. Pembayaran melalui PT Bank SUMUT 

7. Menyediakan kartu masuk (pemilik langsung, kuasa keluarga, kuasa badan 

usaha, Biro jasa, dan tamu) 

Sementara itu sarana dan prasarana yang tersedia pada kantor SAMSAT 

(Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Medan Sclatan adalah sebagai 

berikut: 

1 . Gedung perkantoran yang strategis 

2. Ruang tunggu yang representative 
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3. Tekhnologi komputer yang terkoneksi 

4. Photo Copy 

5. Musholla 

6. Kantin 

4.4 Mekanisme Pelayanao 

Adapun mekanisme pelayanan yang diberikan oleh kantor SAMSA T 

(Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Medan Selatan adalah sebagai 

berikut: 

Mekaoisme Pelayaoan SAMSAT {Sistem Administrasi Manunggal Satu 

.- Atap) Medan Selatan 

Pemilik I Pemohon I 
! 

A. Ambil Formulir ~ D. Ditcrima Resi 
Loket Pendaftaran & Penctapan 

1 I 
~ t_ 

n. Mcndaftar E. Membayar F. Validasi 
Lokct Lokct toket Loket Di Payment 

G. Dicetak Pcrpanjangan Pengesahan Mutasi Hal-Hal BankSUMUT 
STNK STNK Khusus STNK -

.~ - TNKB 
C. Ditctapkan Biaya Adm. Barn - TCKD 

- S1NK 
- Asuransi Jasa Raharja t- BTCKB -
- Pajak Kendaraan Bermotor - BPKB 

I. Menerima ~ H. Diarsipkan 
- STNK 
- TNKB 
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Dalem Pelaksanaan SAMSAT (S£STEM ADMJNlSTRASI MANUNGGAL 

SA TV AT A P) dikcnal beberapa pendafiaran dan persyaratan scbagai berikut: 

a. 1)enda11aran pertama: 

Pendaftaran kendaraan bermotor baru 

Pcndaftaran kendaraan bermotor eks dump TNr!POLRT 

Pendaftaran kendaraan bermotor eks lclang ncgara 

Pendafiaran kendaraan bermotor CD/CC 

Pcndaftaran kendaraan bennotor badan internasionaJ Jainnya 

Pendaftaran kendaraan bermotor import 

Pcndaftaran kcndaraan bermotor berdasarkan putusan pengadilan 

b. Pcngesahan STNK setiap tahun dengan persyaratan sebagai berikut: 

BPKP asli + foto copy 

STNK Asli + foto copy 

KTP asli + foto copy 

Hasil cckiog fisik 

SKPD tahun tcrakhir 

c. Perpanjangan STNK setelah 5 (lima) talmn dcngan persyaratan sebagai 

berikut: 

BPKP asli + foto copy 

S1'NK Asli + foto copy 

KTP asli + foto copy 

r Iasil ccking fisik 
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SKPD tahun lerakhir 

d. Pendaftaran kendaraan mutasi dan BBN (Bca Balik Nama): 

Pendafiaran kcndaraan bennotor tukar nama atas dasar jual beli 

Pcndaftaran kendaraan bermotor pindah/dari luar dacrah 

Pendaflaran kcndaraan bcrmotor pindah alamat dalam wilayah kerja 

SAMSAT (SISTEM ADM[NISTRA.Sl MANUNGGAL SATU ATAP) 

yang sama 

Pcndaftaran kcndaraan bermotor rubah bentuk 

Pendaftaran kcndaraan bermotor ganti mesin, ganti wama 

Pendaftaran kendaraan bermotor STNK, TNKB rusak atau hilang 

Pendaftaran kendaraan bermotor ganti nomor kendaraan 

6. Adapun untuk BBN dengan persyaratan scbagai beri!<.ut: 

BPKP asli + foto copy 

SINK Asli + foto copy 

KTP asli +toto copy 

Kwitansi jual·beJi 

HasH ceking fisik 

SKPD tahun terakhir 

7. Sedangkan mutasi/lapor tiba dengan persyaratan sebagai berikut: 

BPKP asli + foto copy 

Surat pcngganti STNK sementara 

KTP asli + foto copy bilamana nama tetap 

Kwitansijual·beli bilamana berubah nama 
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Nota pajak 

Fiskal antar daerah atau provinsi 

Surat keterangan pindah daerah asal 

Faktur asli + PPUD 

Kartu induk BPKP 

Hasil ceking fisik 

e. Pcndaftaran kcndaraan bcnnotor persyaratan khusus: 

Pendaftaran kendaraan bennotor tukar nama eks kendaraan dinas milik 

negara 

Pendaftaran kendaraan bennotor tukar nama atas dasar hibah!warisan. 

Pendattaran kcndaraan bermotor ganti nama badan hukum/penggabunga 

perusahaan. 

Pendaftaran kendaraan bermotor eks CC/CD 

Pendaftaran surat tanda coba kendaraan 

f. Pendaftaran ST'NK khusus atau rahasia. 

4.5 Uraian Togas dan Tanggung Jawab 

Uraian tugas dan tanggung jawab pegawai yang yang bertugas pada kantor 

SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Medan Sclatan dapat 

dilihat pada Tupoksi masing-masing instansi, antara lain: 

l. J)JRLANT AS POLRI 

Bertanggungjawab secara menyeluruh untuk mengkoordinasi dan 

mengawasi kelancaran dcngan aspek"aspek kegiatan penerbitan STNK di 
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SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Medan Selatan, serta 

melaksanakan kcgiatan pada bagian ketatausahaan Sistem Administasi Tcrpadu 

Mcdan Selatan, idcntifikasi, pengccckan/pcmeriksaan, perubahan scrta 

perbaikan/ralat data, registrasi dan pembukuan/pencatatan termasuk pemcliharaan 

pcnyimpanannya bcrkaitan dcngan data identitas pemilik dan kendaraan, scrta 

pcnerapan sistem manajcmen mutu secara efektif dan efisien, pcnycdiaan sumber 

daya yang dibutuhkan dilingkungan kepolisian, orientasi/pelatihan dan 

peningkatan kompctensi petugas pclaksana, serta pcmcnuan kepuasan masyarakat 

(wajib pajak) 

2. DISPENDASU UPT Medan Selatan 

Bertanggungjawab sebagai berikut: 

a. Melakukan pendataan potensi, penetapan dan penagihan, menerima dan 

mcmproses usul/pengajuan kebcratan dari w~jib pajak dan membuat daftar 

jumlah tagihan, tunggakan dan denda PKB dan BBN"KB, sesuai dengan 

standart yang telah ditetapkan. 

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala U.PTD, sesuai bidang 

tugasnya 

c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kapada kepala UPTD 

d. Mcmberikan masukan yang perlu kepada kcpala UPTD sesuai bidang 

tugasnya. 
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3. PT . • Jasa Rnharja 

Bertanggung jawab secara menyeluruh untuk mengkoordinasikan 

kegiatan- kcgiatan yang teikait dengan aspek-aspek kegiatan pcmungutan 

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ), pencrapan sistem 

manajcmen mutu secara efektif dan efisien, penyediaan sumber daya yang 

dibutuhkan dilingbngan SAMSAT (Sistem Administ;·asi Manunggal Satu Atap) 

Mcdan Selatan, oricntasi/pelatihan dan peningkatan kompetensi petugas pclaksana 

serta pcmenuhan kepua.<;an masyarakat (wajib pajak) 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengawasan, dan pengendalian 

dalam pelaksanaan sistem administrasi manunggal satu atap pada kantor Sistcm 

Administasi Terpadu Mcdan Selatan, maka dibentuklah kelompok-kelompok 

kerja sebagai berikut: 

I. Kelompok kerja penycdiaan formulir pcnnohonan dan penerangan. 

2. Kelompok kerja pcndaftaran~ penelitian, dan penetapan. 

3. kelompok kerja pemeriksaan fisik kendaraan bermotor (check fisik 

kendaraan bermotor) 

4. Kelompok kerja pemeriksaan penyelesaian administrasi (final check). 

5. Kelompok kcrja penerimaan pembayaran. 

6. Kelompok kerja pemesanan (order) PNKB, penempelan penning pajak, 

dan penyerahan. 

7. KeJompok kcrja arsip. 

Adapun kcgiatan masing-masing kelompok kctja tcrsebut adalah sebagai 
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berikut: 

1. Kelompok kclja pcnyediaan permohonan dan penetangan. 

Pctugas POLRT: 

a. Menyediakan dan memberikan fomulir pcnnohonan pendaftara,n 

scsuai dcngan permintaan permohonan. 

b. Memberikan penerangan mcngenai kelengapan persyaratan 

pendafiaran 

c. Mcmbukukan scmua fonnulir yang diterima, dikeluarkan dan sisanya 

setiap hari 

d. Mencatat nomor formulir dan nomor kendaraan I nama pemilik pada 

buku register formulir. 

e. Memberi tanda pamf pada formulir pcrmohonan unt!lk setiap 

permohonan yang telah memenuhi persyaratan. 

f. Mcnerima kcmbali formulir yang rusak untuk diganti dcngan yang 

baru 

g. Menerima pembayaran biaya PNKB. 

Petugas DISPENDA: 

a. Memberikan keterangan kepada pemohon entang kewajibannya 

sebagai waj ib pajak 

b. Kelompok kerja pendaftaran dan penetapan 

Sub Kclompok ke(ja pendafiaran 
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Petugas POLRI: 

a. Menerima, mcneliti kalcngkapan dan keabsahan bcrkas permohonan. 

b. Melakukan pcnel itian pada daftar pencadan barang daflar agunan 

(jaminan). 

c. Mcrnbubukan paraf pada tanda pcncrimaan formulir pcnnohonanyang 

telah diteliti dan diterima scrta memberikan tanda penerimaan kepada 

pemohon. 

d. Memberikan nota pcrneriksaan fisik kendaraan bermotor kepada kelornpok 

ketja pemeriksaan fisik kcndaraan bermotor. 

c. Me.nerima dan meneliti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor 

disesuaikan dengan dokumen kendaraan bcnnotor. 

f. Menggabungkan berkasbaru dengan arsip yang ada kedalam map yang 

telah disediakan. 

g. Meneruskan bcrkas yang telah diteliti kepada pctugas DISPENDA. 

Petugas DJSPENDA: 

a. Meneliti berkas yang diterima dari petugas kepolisian dan me~bubuhkan 

paraf atas keJengkapan persyaratan. 

b. Meneruskan berkas kepada petugas POLRI bagian registrasi dan 

penornoran 

c. Membcritahukan kepada petugas POLRI dan PT. Asuransi Jasa 

Raharja apabila ditemukan kekeliruan I kekurangan pcrsyaratan 

administrasi yang diperlukan 
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Sub Kclompok kerja Rcgistrasi dan penomoran 

Petugas POLRI: 

a. Menerima berkas dari petugas DISPENDA. 

b. Meregistrasi dan mcmbcrikan nomor polisi sesuai dengan sistcm 

penomoran yang berlaku. 

c. Mencanturnkan nomor polisi pada dokumen permohonan 

d. Melanjutkan berkas kcpada sub kelompok kerja penetapan 

Sub Kelompok Kerja Penetapan 

Petugas DISPENDA: 

a. Menerima dan meneliti berkas dari kelompok registrasi dan 

penomoran. 

b. Mcnctapkan bcsarnya PKB dan BBN-KB dan pemungutan lainnya 

dalam Nota Perhitungan P~jak (Notice Pajak). 

c. Membukukan memberikan nomor SKUM dan kohir pada notice 

pajak. 

d. Mcneruskan kepada petugas PT. Asuransi Jasa Rahaija 

e. Mcncrima berkas STNK yang bclum dibayar dari bcndaharawan 

khusus pcncrimaan (BKP) untuk diteruskan kepada penagihan 

PT. Asuransi Jasa Rahada 

a. Mcncrima dan meneliti berkas yang diterima dari pctugas 
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DIS PEND A. 

b. Mcnetapkan SWDKLU dan dendanya yang harus dibayar olch 

pemohon, dalam formulir pcrmohonan maupun notice pajak 

c. Membukukan penetapan SWDKLLJ. 

d. Meneruskan bcrkas tersebut kepada sub kclompok kerja 

pcngetikan. 

Sub Kelompok kerja Pengetikan 

Petugas POLRI dan DISPENDA 

a. Petugas POLRI dan DISPENDA melaksanakan pengetikan pada 

blanko STNK. 

b. Menca!at blanko STNK yang diterima, dipakai dan sisanya sctiap 

hari, scrta mcmpertanggungjawabkan setiap lembaran penggunaan 

blanko STNK tersebut. 

c. Meneruskan berkas kepada kelompok kerja pemcriksaan 

penyclcsaian administrasi (final check) dcngan ekspedisi. 

3. Kelompok kerja pemeriksaan fisik kendaraan bermotor (check fisik 

kendaraan bermotor). 

Petugas POLRl : 

a. Menerima nota pcmeriksaan fisik kendaraan bermotor bagi 

kelompok kerja pendaftaran. 

b. Mefakukan pemeriksaan identitas kendaraan bermotor (nomor 
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mesin, rangka, warna, dan Ian-lain). Maupun kclengkapan ~ekhnis 

keselamatan kendaraan bermotor. 

c. Menyelesaikan basil pemeriksaan kepada kelompok kerja 

pendaftaran dengan ckspedisi 

4. Kclompok kcrja pemeriksaan penyeiesaian administrasi (final 

check) 

Pctugas POLlU, DISPENDA, dan PT. Jasa Raharja 

a. Masing·masing petugas meneliti kcmbali kebenaran penetapan dan 

pengetikan serta pcrsyaratan administrasi. 

b. Masing-masing petugas membubuhkan paraf pada blanko STNK 

yang sudah diketik: 

Petugas POLRJ disebelah kiri nama pejabat yang 

mcnandatangani , STNK. 

Petugas DISPENDA disebelah kanan bawah pada kolom 

kosong dibawah jumlah yang sudah dibayar. 

Petugas PT. Asuransi Jasa Rahaija disebelah kiri bawah pada 

kolom kosong dtbawah jumlah yang harus dibayar, dcngan 

catatan: paraf tersebut diatas tidak dibenarkan mengganggu 

atau menutupi identitas didalam STNK. 

c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengawasan dan 

pengendalian. 

d. Mencruskan berkas kepada kelompok keija pcncrimaan 
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pembayaran dcngan ekspedisi. 

5. Kelompok kerja pcnerimaan pembayaran 

Petugas POLRI 

a. Mcncrima Berkas dari kelompok kcija pcmcriksaan penyelesaian 

administrasi (final check). 

b. Mcnycrahkan nota perhitungan pajak (notice pajak) dan blanko 

STNK yang sudah diketik kcpada bendaharawan khusus pencrima 

c. Menerima kembali nota perhitungan pajak dan yang sudah 

dibubuhi teraan cas:h register, kemudian menyatukan kcmbali 

dalam bcrkasnya serta mengirimkan berkas tcrscbut kepada 

kelompok kerja pemesanan (order) PNKB dan penyerahan dengan 

ekspedisi. 

d. Mcnerima setoran biaya administrasi dan BKP 

Petugas Bendaharawan Khusus Penerima (B.KI>) 

a. Mengirim berkas STNK yang belum dibayar kepada kelompok 

kerja pcndaflaran dan penetapan ekspedisi. 

b. Menerima notice pajak dan blanko SINK yang sudah diketik dari 

petugas POLRl pada kelompok kerja pcneriniaan pemaaran. 

c. Mengumumkan nomor kendaraan bermotor yang sudah siap 

dibayar melalui papan tulis atau pengeras suara. 

d. Menerima, membubuhkan teraan kas register pada STNK dan 

membukukan pembayaran. 
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e. Menyerahkan nota perhitungan pajak (notice pajak) dan STNK 

yang sudah ditera cash register kepada petugas POLRI datam 

kelompok kerja penerimaan pembayaran. 

f. Mcncatat, mcmbukukan, dan mengadmi ni stras ikan berkas STNK 

yang belum bayar. 

g. Menyetorkan hasil penerimaan pembayaran kepada masing-masing 

instansi bcrikut data pcncrimaan yang dibuat oleh bendaharawan 

khusus penerima 

6. Kelompok kerja pemesanan (order) l'NKB, dan pcnyeraban 

Sub Kelompok Kerja Pemesanan (order) PNKB 

Petugas POLRI : 

a. Menerima berkas pennohon.an dari petugas POLRI pada 

kelompok keija Penerimaan pembayaran. 

b. Membuat pesanan (order) plat nomor setelah meneliti 

pelunasan kewaj iban pembayaran dan mengirimkannya kcpada 

pabrik plat dengan ekspe<iisi. 

c. Meneruskan bcrkas permohonan STNK kepada sub kelompok 

keija pcnyerahan. 

Sub Kelompok Kerja Penyerahan 

Petugas POLR1, DlSPENDA, dan PT. Asuransi Jasa Raharja 

a. Mencrima bcrkas pcm10honan STNK yang sudah dibayar. 
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b. Mcnerima plat nomor dari pabrik plat nomor. 

c. Mcnggabungkan STNK asli, palt nomor, penning pajak, serta 

persyaratan lainnya milik pcmohon. 

d. Menyerahkan STNK aslli, plat nomor, serta persyaratan~ 

pcrsyaratan lainnya milik pcmohon, setelah pemohon 

menunjukkan notice pajak yang asli dan PNKB bekas untuk 

dimusnahkan Polisi. 

e. Meminta kembali tanda penerimaan yang telah dibubuhi tanda 

tangan dan nama terang pemohon, sebagai bukti te!ah diterima 

syarat-syarat pemohon. 

f. Memisahkan lembar tindasan STNK untuk disampaikan kepada 

petugas ketiga instansi 

g. Membukukan dan meneruskan berkas kepada kelompok kerja 

arsip 

7. Kelompok kerja arsip 

Petugas POLRl 

a. Menerima berkas arsip dari kelompok keija pemesanan PNKB dan 

penyerahan. 

b. Mencatat jenis macam dokumen yang disimpan dalam map arsip. 

c. Menatausahakan bcrkas~berkas kedalam kelompok-kelompok 

sehingga memudahkan pencarian kembali. 

d. Membukukan arsip-arsip yang ditcrima dan yang dikeluarkan. 

c. Menyusun dan menyiapkan berkas-berkas kendaraan bcrmotor 
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untuk data pcndaftaran ulang. 

f. Memisahkan berkas-bcrkas kcndaraan bermotor yang diblokir. 
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PENlJTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan basil penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan sistem 

administrasi manunggal satu atap dalam pengurusan pajak kcndaraan bermotor 

pada kantor SAMSA T Medan Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Proses implcmentasi New public service dalam pelaksanaan SAMSAT bisa 

dibilang buruk,karena: 

a. wajib pajak yang menjadi objek pelayanan publik tersebut,masih dianggap 

sebagai pelanggan atau customer ,bukan sebagai warga negara atau 

citizen,padahal inti pelayanan publik adalah masyarakat yang menjadi wajib 

pajak. 

b. w~ib pajak yang hamsnya menjadi pihak-pihak yang membayar 

kewajibannya malah dipersulit, kewajiban wajib pajak yang harusnya 

memberikan kewajibannya untuk membayar pajak yang digunakan untuk 

peningkatan pendapatan asli dacrah. 

c. Wajib pajak sebagai warga Negara adalah sebuah bentuk kesadaran kedua 

belah pihak dalam melakukan kcwajibannya,dimana sebagai warga Negara 

yang baik sudah seharusnya bisa membayar pajak tepat waktu dan 

mcngikuti aturan yang berlaku,sedangkan stake holder dalam hal ini 

pegawai negeri juga harusnya bisa memcberikan kew,~ibannya untuk 

melayani dtmgan baik dan memberikan hak warga Negara untuk 
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mendapatkan pelay:tnan yang layak. 

2. Pclaksanaan sistcm administrasi manunggal satu atap pada kantor SAMSAT 

Medan Selatan apabila dilihat dari aspck sumber daya secara umum baik, hal 

tersebut disebabkan karena . . 
a. tersedianya sumbcr daya manusia yang telah berpengalaman dengan 

bcrbagai tingkat pertdidikan dalam mengelola dan melaksanakan program 

kerja, serta tugas dan tanggung jawab yang ada. 

b. Tersedianya biaya yang memadal yang bersumbcr dari APBD, dan adanya 

fasilitas pcnunjang program seperti: gedung perkantoran yang stratcgis dan 

mudah dijaugkau, ruang tunggu yang representaif: tekhnologi komputer 

yang terkoneksi, photo copy, musholla, kantin, tersedianya unit atau ruang 

lansia, ibu hamil, 

3. Pelaksanaan sistem administrasi manunggal satu atap dalam pengurusan pajak 

kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) 

pada kantor SAMSA T Medan Selatan dilihat dari aspek standart operasional 

dan prosedur secara umum sudah baik, karcna 

a. Dalam pelaksanaannya telah memiliki perangkat petunjuk pelaksana dan 

petunjuk tekhnis pelaksanaan program, terdapat Standar Operasional 

Pelaksana (SOP) program dan Standart Pelayanan Minimum (SPM) kantor 

SAM SAT Medan Selatan. 

b. Munculnya sebuah terobosan yg bcrnama cluster yang mcmpermudah 

dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta terdapatnya 
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sistem dan prosedur administras i yang jelas dalam pelaksanaan program 

yang ada. 

4. Adapun faktor penghambat dalam pclaksanaan sistem administrasi manunggal 

satu atap dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSA T 

Mcdan Selatan adalah terjadinya gangguan tekhnis (scpcrti mati lampu dan 

rusaknya sistem koncksi jaringan data dan komputer), dan apabi la salah satu 

atau bahkan kedua hal tcrscbut diatas tetjadi, maka Standart Pelayanan 

Minimum (SPM) pada kantor SAMSA T Mcdan Selatan tidak dapat terlaksana 

dengan baik. 

6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang tclah dilakukan, maka penulis dapat 

memberikan saran-saran yang bersifat konstruktif, yaitu: 

1. Pelaksanaan sistem administrasi manunggal satu atap dalam pengurusan pajak 

kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Medan Selatan dilihat dari new 

public servtce secara umum buruk namun untuk kedepannya sebaiknya kantor 

SAMSAT Medan Selatan bisa menciptakan metode baru yang membuat 

masyarakat yang dalam hal ini wajib pajak bisa mengerti tentang kewajibannya 

membayar pajak. 

2. Untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal, maka hendaknya kinerja para 

pegawai yang bertugas pada kantor SAM SAT Mcdan Selatan secara terus-

mcncrus dipantau dan diawasi, serta dibcrikan birnbingan olch atasan atau 

pimpinannya masing-masing, mengingat masih adanya pegawai baru yang 
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bcrtugas pada kantor SAMSAT Medan Selatan yang belum begitu memahami 

tentang tugas, dan seharusnya bisa dUelaskan apa job desk yang di Jakukan 

oleh outsourching selaku pcgawai yang datang dari pihak kctiga,besar harapan 

saya peran pegawai outsurching yang ada di kantor SAMSAT dan pcgawai 

negcri yang terdapat pada kantor UPT mcdan bisa bersinergi dengan 

baik,sehingga mengurangi tumpang tindih dalam pelaksaan dan pekerjaan 

masing-masing.pegawai negcri juga harusnya bisa menjadi pengawas tcrhadap 

kinerja outsourching sehingga jelas wewenang, dan tanggung jawabnya; serta 

dalam melaksanakan tugas pada bidang kerjanya masing·masing. Selain itu 

para atasan pada masing-masing instansi juga harus melakukan pengawasan 

dan memperhatikan kinerja bawahannya masing·masing, agar tidak terjadi 

pekerjaan yang rangkap dan tumpang tindih oleh para pegawai atau 

bawahannya. 

3. Pelaksanaan sistcm administrasi manunggal satu atap pada kantor SAMSAT 

Medan Selatan secara umum dapat dikatakan sudah baik, namun sistem dan 

proscdur administrasi pengurusan pajak kendaraan bermotor yang masih 

berlangsung antar Joket perlu discdcrhanakan lagi sehingga nantinya sistem 

dan proscdur administrasi pengurusan pajak kendaraan bermotoor hanya 

dilaksanakan pada satu loket atau bahkan satu mcja, artinya berkas yang 

berjalan bukan orang ataupun wajib pajaknya, sehingga lebih memberikan 

kemudahan pad a waj ib pajak dan nantinya akan meningkatkan minat 

masyarakat untuk datang langsung mengurus pajak kendaraan bermotor secara 

langsung tanpa melalui calo. 
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